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ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah sebagai pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah adalah
melalui penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah maka Retribusi Pelayanan:Makamt-yang termasuk kedalam golongan Retribusi
Jasa Umum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah” Daerah. Dalam menjalankan
kewenangannya Pemerintah Daerah harus mampu mengatur dan melakukan pemungutan
Retribusi Pelayanan Makam sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-
undangan. Dalam kajian ini, yang menjadi ruang lingkup permasalahan adalah tentang
bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan makam bagi etnis Tionghoa Padang,
akibat hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak membayar retribusi serta upaya
hukum apa yang dapat dilakukan atas keberatan ahli waris atas penetapan tarif retribusi.
Kajian ditekankan kepada masyarakat pembayar retibusi di TPU Bungus yaitu warga etnis
Tionghoa Padang yang memiliki keunikan makam dengan ukuran yang berbeda dari makam
umat Islam pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan
yuridis empiris yaitu melihat kenyataan yang ada di dalam praktek di lapangan dan yuridis
sosiologis yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang
riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan
retribusi pelayanan makam umumnya sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan
perundang-undangan yaitu yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11
Tahun 2011 hanya saja denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi sebesar 2%
tidak diberlakukan dalam praktik di lapangan yang mana tidak sesuai dengan peraturan
hukum yang berlaku. Kendala yang. dihadapt oleh pemerintah daerah dalam pemungutan
retribusi makam adalah sulitnya menghubungi ahli waris. sehingga akibat hukum bagi ahli
waris yang tidak membayar retribusi setelah melalui beberapa tahap pemanggilan adalah
makam keluarganya akan dibongkar untuk diisi jenazah baru.
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